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PENDAHULUAN
A.Latar Belakang Masalah

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas
hukum (Rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat). Ini
berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan
menjamin semua Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum menetapkan apa yang
harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan: Sasaran hukum yang
hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum,
melainkan perbuatan yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan
negara untuk bertindak menurut hukum: Sistem bekerjanya hukum yang demikian
ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling
sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah-masalah
kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para
pelaku tindak pidana baru dimulai pada abad ke-18 yang bersumber pada faham
individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin
memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana
badan yang dipandang kejam. Pidana penjara yang merampas kemerdekaan
manusia harus diperhatikan, karena di satu pihak terdapat persentasi yang tinggi

dan putusan halim pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara kepada
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terdakwa, di lain pihak dalam pelaksanaannya hal itu menyangkut martabat
manusia yang menjadi narapidana, serta kedudukannya sebagai Warga Negara
Indonesia.

Penghukuman pidana pada dasarnya adalah suatu bentuk penebusan
kesalahan yang permah dilakulen olch seseorang;la seperti tindakan membayar
hutang kepada pemberi hutang. Oleh karena itu ketika seseorang narapidana telah
selesai menjalani hukuman, ia harus diperlakukan sebagai orang yang merdeka
seperti pembayar hutang yang telah melunasi hutangnya. Apabila mantan napi
tidak diperlakukan secara adil sebagai warga masyarakat biasa yang telah
menebus kesalahan, maka akibat yang paling buruk adalah mereka akan dapat
mengulangi kembali tindakan pelanggaran hukumnya.

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelanggar hukum sesungguhnya
mempunyai beberapa ciri, bukan ciri tunggal penjahat. Penjahat dalam hal ini
bukan kategori hukum; tetapi kategori sesial yaitu orang yang pola tingkah
lakunya cenderung melanggar hukum pidana. Pelanggaran hukum pidana telah
menjadi pilihan utama dalam bertingkah laku. Dengan dasar pengertian ini
tipologi pelanggar hukum meliputi: pelanggar hukum situasional; pelanggar
hukum yang lalai, pelanggar hukum yang tidak sengaja melakukan pelanggaran,
pelanggar hukum yang sakit, pelanggar hukum berulang atau residivis.

Di Indonesia hukuman penjara saat ini menganut falsafah pembinaan
narapidana yang dikenal dengan nama Pemasyarakatan, dan istilah penjara telah
diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan berfungsi

sebagai wadah pembinaan untuk melenyapkan sifat-sifat jahat melalui pendidikan
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